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Aspek Hukum Kepailitan Tehadap Perusahaan Startup
Yang Mengalami Gagal Bayar
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum kepailitan serta akibat hukum yang
ditimbulkannya bagi perusahaan rintisan (startup) yang mengalami wanprestasi dalam pembayaran utang dan
implikasinya terhadap pihak ketiga yang terkait. Motivasi penelitian ini adalah tingginya risiko bisnis pada perusahaan
rintisan yang terdampak masalah likuiditas akibat ketergantungan pada pendanaan eksternal serta ketidakstabilan dalam
model bisnis mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan serta pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil
menurut penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur
dan tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan bangkrut (Republik Indonesia, 2004). Dalam hal ini, seluruh
aset debitur akan dikenai sita umum yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Fuady, 2014).
Kebangkrutan berpengaruh langsung tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial, seperti
kehilangan investor dan kehilangan lapangan pekerjaan (Calvin & Sumanto, 2023). Hal ini menuntut perbaikan
pengelolaan keuangan dan regulasi yang fleksibel demi keberlanjutan ekosistem startup Indonesia.
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Abstract: This study aims to describe and analyze bankruptcy law and its legal
consequences for startups that default on debt payments, as well as the implications for
related third parties. The motivation for this study is the high business risk faced by
startups affected by liquidity problems due to their reliance on external funding and the
instability of their business models. This study employs a normative legal research method
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may be declared bankrupt (Republic of Indonesia, 2004). In such cases, all of the debtor’s

assets will be subject to general attachment carried out by a trustee under the supervision
o

of a supervising judge (Fuady, 2014). Bankruptcy has a direct impact not only on legal
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Pendahuluan

Salah satu faktor kunci yang telah merangsang pertumbuhan startup di Indonesia
adalah pertumbuhan ekonomi digital. Startup muncul sebagai bentuk bisnis inovatif yang
didorong teknologi yang menawarkan solusi digital. Meskipun demikian, karena
ketergantungan startup pada dukungan investor dan sifat bawaan dari model bisnisnya,
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tingkat kematian startup yang tinggi dan tekanan keuangan merupakan pertimbangan
yang umum (Fahmi, 2017).

Gagal bayar kepada kreditur adalah salah satu masalah paling kritis yang dihadapi
oleh startup. Kondisi ini dapat menyebabkan konsekuensi hukum berupa kebangkrutan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU (Republik Indonesia, 2004). Situasi kebangkrutan muncul ketika debitur tidak
mampu memenuhi kewajiban membayar utang yang jatuh tempo kepada mereka dan
memiliki beberapa kreditur (Sutedi, 2010).

Garis besar penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebangkrutan memberikan
kepastian hukum bagi kreditur, itu lebih merugikan bagi debitur; lebih dari itu, itu
merugikan bagi bisnis yang masih berkembang, seperti startup (Tirayo & Halim, 2023).
Selain itu, kebangkrutan memiliki dampak yang signifikan dan luas terhadap keberlanjutan
bisnis dan daya tahan ekonomi perusahaan (Disemadi & Prananingtyas, 2020).

Namun, masih banyak aspek yang kurang diperhatikan dalam penerapan hukum
kepailitan pada perusahaan rintisan, terutama karena sebagian besar hukum yang ada tidak
memperhitungkan fakta bahwa perusahaan rintisan beroperasi pada tingkat tinggi atau
bahwa sebagian besar modal mereka berasal dari investor (Sjahdeini 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti aspek hukum kepailitan ketika sebuah
perusahaan rintisan dinyatakan gagal bayar dan dampaknya terhadap perusahaan tersebut.
Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi evolusi keseluruhan kerangka
hukum bisnis, dan juga akan digunakan sebagai titik referensi oleh praktisi bisnis dan
akademisi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada
analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
berbagai peraturan terkait kepailitan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum
yang berkaitan dengan kepailitan, wanprestasi, serta tanggung jawab perusahaan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan
hukum tersier berupa artikel dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai
literatur yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis,
yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum serta
menghubungkannya dengan fenomena kepailitan pada startup. Metode ini mengacu pada
teori penelitian hukum normatif yang dikemukakan oleh Marzuki (2017) dan Ibrahim
(2006).
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Hasil dan Pembahasan

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
yang memberikan mekanisme penyelesaian utang melalui pengadilan niaga (Republik
Indonesia, 2004). Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang
pengelolaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Fuady,
2014).

Secara teoritis, kepailitan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi
kreditur serta menjamin distribusi aset secara adil (Sjahdeini, 2016). Namun, dalam
praktiknya, penerapan kepailitan terhadap perusahaan startup menimbulkan tantangan
tersendiri. Hal ini disebabkan oleh karakteristik startup yang memiliki struktur keuangan
tidak stabil serta bergantung pada investasi eksternal (Kurniawan, 2021).

Selain itu, sebagian besar aset startup bersifat tidak berwujud seperti teknologi, hak
kekayaan intelektual, dan basis pengguna. Hal ini menyulitkan proses penilaian aset dalam
kepailitan serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak (Tirayo & Halim,
2023).

Dari sisi implikasi, kepailitan tidak hanya berdampak pada debitur dan kreditur,
tetapi juga terhadap investor, karyawan, dan ekosistem bisnis secara keseluruhan. Investor
berpotensi kehilangan modal yang telah ditanamkan, sementara karyawan dapat
kehilangan pekerjaan akibat penghentian operasional perusahaan (Calvin & Sumanto,
2023).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap
karakteristik startup, termasuk dalam hal perlindungan terhadap aset tidak berwujud serta
mekanisme restrukturisasi yang lebih fleksibel.

Simpulan

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan
sengketa utang piutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Perusahaan
startup yang mengalami gagal bayar dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat
hukum yang berlaku. Namun, penerapan hukum kepailitan terhadap startup menghadapi
berbagai tantangan akibat karakteristik bisnis yang berbeda dengan perusahaan
konvensional. Kepailitan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada
aspek ekonomi dan sosial, seperti kerugian investor dan hilangnya lapangan kerja. Oleh
karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif serta penguatan manajemen
risiko agar startup dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya
disarankan untuk mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang lebih spesifik bagi
startup dalam menghadapi risiko kepailitan.
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